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KATA PENGANTAEF

efinisi umum dari negara-bangsa adalah: adanya pemerintahan y

sah, rakyat yang berdaulat dan wilayah tertentu (dengan batas-ba

yang jelas). Dalam konteks batas wilayah, pengertian negara-ban
dapat dilihat pada peta dunia yang secara jelas dan rinci menunjukkan bal
batas negara yang ada. Karena eksistensi negara bisa berubah, berkemb
menyempit atau bahkan hilang sama-sekali atau muncul yang baru, maka

dunia juga memerlukan updating setiap-saat.

Dalam era revolusi teknologi komunikasi konsep negara-bangsa dian
tidak relevan lagi. Kenichi Ohmae bahkan mengatakan bahwa era negara-ban
telah berakhir, the end of nation-state, karena pergerakan orang, barang, ap
“hanya” informasi, sudah tak dapat dibatasi oleh batas-batas negara. Perusah
perusahaan besar sudah tak lagi berbasis pada negara melainkan antar-ban
multi-negara, multi national coorporation. Padahal tidaklah semua
sedemikian cepat perubahannya. Banyak negara masih sering kita dengar
sengketa tentang perbatasan mereka. Kasus Blok Ambalat, sengketa Kepula
Kurile, masalah Laut Cina Selatan, konflik Sahara Barat, perang Israel
Palestina, sengketa Timor Gap, merupakan sekelumit bukti bahwa perkara
batasan antar-negara memang masih sangat rawan dan perlu dicermati.

Dalam perspektif diplomasi bagi suatu negara, pada umumnya pemeri
menganggap bahwa wilayah perbatasan adalah perkara “halaman bel
rumah kita”, sehingga hal tersebut dianggap tak terlalu mendesak untuk

nahi. Pada kasus Indonesia sendiri, penanganan wilayah perbatasan Kali
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tan Barat — Serawak, perbatasan dengan Timor Timur dan Papua Nugini, seolah

dianggap tidak penting dibandingkan dengan penanganan di meja perundingan
mengenai perdagangan, atau upaya penanaman modal asing, misalnya. Padahal
dari perbatasan itu muncul berbagai persoalan yang juga pening untuk dita-
ngani Penyelundupan, perdagangan manusia, penyalahgunaan wewenang kei-
measian yang cepat atau lambat akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi,
sosial maupun politik.

Sedangkan pada tingkat analisis sistem internasional, belum lengkapnya
pranztz hukum internasional yang mengatur konsep dan sistem Tata Ruang
J=te-==<ional mengakibatkan persoalan yang mungkin timbul dari perbatasan
antar-negara menjadi semakin besar. Undang-Undang Hukum Laut pun belum
sepenuhnya diratifikasi oleh semua negara. Apalagi jika pengertian Tata Ruang
Internasional dimaksudkan sebagai meliputi kedalaman laut dan ketinggian
atmosphere, apa yang disebut batas-batas negara bukannya tidak relevan untuk
dibicarakan melainkan justru mudah dimunculkan ketika batas-batas tersebut

; mengartikan batas-batas kepemilikan sumber daya yang strategis.

Dalam pengertian serupa itu, sistem internasional boleh jadi merupakan
| pemicu awal bagi kemungkinan munculnya konflik perbatasan, karena batas
~ wilayah memang harus ditentukan demi berlakunga konsep negara-bangsa
, t=tapi pada kenyataannya untuk merealisasikan batas-batas tersebut tidaklah
, mudah. Kesulitan implementasi konsep batas-batas negara tersebut bukan
_ hanya karena kesulitan teknis di lapangan saja, melainkan juga belum jelasnya

konsep batas negara itu sendiri. Dalam realita, hanya negara-negara yang kuat-

, I=h yang dapat memetik manfaat ketidaktegasan konsep maupun implementasi
Satas-negara.

Untuk memahami lebih dalam mengenai persoalan perbatasan tersebut buku

.

. k=il ini diharapkan dapat membantu pembaca pada substansi yang paling
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dasar tentang perbatasan di satu sisi, dan persoalan diplomasi di sisi Iz
Tentu masih sangat banyak yang harus di perbaiki dalam buku ini. Con
kasus yang dikemukakan pun baru ada enam, padahal begitu banyak yang
yang mestinya bisa dipakai untuk bahan pembanding.

Kepada siapa saja yang memungkinkan buku ini terbit, kepada mas Dje
di LPM-UMY, Pak Budi, pak Ketua dan siapa pun, saya ucapkan terimakas

atas semua bantuannya.

T™W




Definisi umum dari negara-bangsa adalah: adanya pemerintahan yang sah,
rakyat yang berdaulat dan wilayah tertentu (dengan batas-batas yang jelas).
Dalam konteks batas wilayah, pengertian negara-bangsa dapat dilihat pada peta
dunia yang secara jelas dan rinci menunjukkan batas-batas negara yang ada.
Karena eksistensi negara bisa berubah, berkembang, menyempit atau bahkan
hilang sama-sekali atau muncul yang baru, maka peta dunia juga memerlukan
updating setiap saat.

Dalam era revolusi teknologi komunikasi konsep negara-bangsa dianggap tidak
félevan,/agimkenichi Ohmae bahkan mengatakan.bahwa era negara-bangsa telah
berakhir, the end of nation-state, karena pergerakan orang, barang, apalagi
“hanya" informasi, sudah tak dapat dibatasi oleh batas-batas negara.
Perusahaan-perusahaan besar sudah tak lagi berbasis pada negara melainkan
antar-bangsa, multi-negara, multi national coorporation. Padahal tidaklah semua
hal sedemikian cepat perubahannya. Banyak negara masih sering kita dengar
bersengketa tentang perbatasan mereka. Kasus Blok Ambalat, sengketa
Kepulauan Kurile, masalah Laut Cina Selatan, konflik Sahara Barat, perang Israel
dan Palestina, sengketa Timor Gap, merupakan sekelumit bukti hahwa perkara
perbatasan antar-negara memang masih sangat rawan dan perlu dicermati.

Dalam perspektif diplomasi bagi suatu negara, pada umumnya pemerintah
menganggap Dahwa wilayah perbatasan adalah perkara_“halaman belakang
rumah kita”, sehingga hal tersebut dianggap tak terlalu mendesak untuk
dibenahi. Padahal dari perbatasan itu muncul berbagai persoalan yang juga
pening untuka.ditangant.” Penyelundupafi, perdagangan manusia,
penyalahgunaan wewenang keimigrasian yang cepat atau lambat akan
berpengaruh pada stabilitas ekonomi, sosial maupun politik.
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